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KETENTUAN PENUTUP 
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Republik Indonesia 

 

      sebagai salah satu pihak dalam Persetujuan, dan 

 

Para penerima kuasa penuh dari  

 

KOMUNITAS EROPA, selanjutnya disebut dengan ”Komunitas” 

Dan 

 

KERAJAAN BELGIA, 

 

REPUBLIK BULGARIA, 

 

REPUBLIK CEKO, 

 

KERAJAAN DENMARK, 

 

REPUBLIK FEDERAL JERMAN, 

 

REPUBLIK ESTONIA, 

 

REPUBLIK YUNANI, 

 

KERAJAAN SPANYOL, 

 

REPUBLIK PERANCIS, 

 

IRLANDIA 

 

REPUBLIK ITALIA, 

 

REPUBLIK SIPRUS, 

 

REPUBLIK LATVIA, 

 

REPUBLIK LITHUANIA,  

 

KEHARYAPATIHAN LUXEMBURG, 

 

REPUBLIK HONGARIA, 

 

REPUBLIK MALTA, 

 

KERAJAAN BELANDA, 

 

REPUBLIK AUSTRIA,  
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REPUBLIK POLANDIA, 

 

REPUBLIK PORTUGAL, 

 

ROMANIA, 

 

REPUBLIK SLOVENIA, 

 

REPUBLIK SLOVAKIA, 

 

REPUBLIK FINLANDIA, 

 

KERAJAAN SWEDIA, 

 

KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA, 

 

Para Pihak dalam Traktat Pembentukan Komunitas Eropa dan Traktat Uni Eropa, dalam hal ini 

disebut sebagai Negara-Negara Anggota,  

 

              di pihak lain,  

 

bertemu di Jakarta pada tanggal 9 November 2009 untuk menandatangani Persetujuan Kerangka 

Kerja mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh antara Komunitas Eropa beserta 

Negara-negara Anggotanya, di satu pihak dan   Republik Indonesia, di pihak lain, telah 

menyetujui Persetujuan Kerangka Kerja Kemitraan dan Kerja Sama Menyeluruh  .   
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Negara-Negara Anggota yang berkuasa penuh dan penerima kuasa penuh dari Republik 

Indonesia memberikan perhatian pada Deklarasi Unilateral berikut oleh Komunitas Eropa: 

 

 “Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan  tersebut yang berada dalam cakupan Bagian III, 

Judul IV dari Traktat Pembentukan Komunitas Eropa mengikat bagi Kerajaan Inggris dan 

Irlandia sebagai Para Pihak yang terpisah, dan bukan merupakan bagian dari Komunitas Eropa, 

sampai Inggris atau Irlandia (dapat sebagai suatu kasus) memberitahukan kepada Republik 

Indonesia bahwa mereka telah terikat sebagai bagian dari Komunitas Eropa sesuai dengan 

Protokol mengenai posisi dari Kerajaan Inggris dan Irlandia yang dilampirkan dalam Traktat 

Uni Eropa dan Traktat Pembentukan Komunitas Eropa. Hal yang sama berlaku juga bagi 

Denmark, sesuai dengan Protokol yang dilampirkan pada Traktat tersebut mengenai posisi 

Denmark  “  

 


